KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IX DPR RI mendorong BNP2TKI  untuk menyusun data pemetaan nasional tentang potensi TKI dan pemetaan kasus/masalah sebagai dasar perumusan kebijakan agar program-program penempatan dan perlindungan TKI yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan dan permasalahan  yang terjadi.

2. Komisi IX DPR RI mendorong BNP2TKI untuk terus meningkatkan seluruh upaya perlindungan TKI sejak pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan. Untuk lebih meningkatkan posisi tawar TKI, BNPTKI diminta untuk mengembangkan penempatan TKI pada pasar kerja di sektor-sektor formal

3. Komisi IX DPR RI mendorong BNP2TKI untuk merevitalisasi BLK-LN di daerah-daerah asal TKI untuk lebih meningkatkan kompetensi Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang akan bekerja ke luar negeri termasuk memperketat proses pemeriksaan kesehatan CTKI yang akan diberangkatkan.
4. Komisi IX DPR RI mendesak BNP2TKI agar melakukan upaya yang lebih serius dalam menangani seluruh kasus-kasus TKI yang terjadi di luar negeri terutama untuk kasus TKI yang meninggal dunia dan mengalami kasus kekerasan serta meningkatkan sarana pelayanan kesehatan bagi TKI bermasalah.

5. Komisi IX DPR RI mendukung BNP2TKI untuk memperkuat kelembagaan BP3TKI dan pembentukan P4TKI di daerah-daerah perbatasan.

6. Komisi IX DPR meminta BNP2TKI agar berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menempatkan petugas pelayan khusus TKI di seluruh Bandara  yang menjadi titik transit TKI terutama untuk Bandara di Abudabhi, Doha dan Singapura.

7. Komisi IX DPR RI mendesak BNP2TKI untuk menyebarluaskan informasi tentang sistem dan mekanisme penempatan TKI sekaligus menertibkan seluruh calo, sponsor dan PPTKIS liar untuk menekan penyebab kasus-kasus TKI pada masa perekrutan di daerah-daerah asal TKI.

8. Komisi IX DPR RI mendesak BNP2TKI untuk meningkatkan mutu keamanan dan kenyamanan pelayanan kepulangan TKI di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta dan seluruh Bandara/pelabuhan yang menjadi pintu kepulangan TKI.

9.  Komisi IX DPR RI mendorong BNP2TKI untuk mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan upaya pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab PPTKIS dan Perusahaan Asuransi TKI selama masa penempatan TKI di negara tujuan.

10. Komisi IX DPR mendukung upaya BNP2TKI membentuk Lembaga Monitoring TKI di Malaysia untuk mencegah terjadinya kasus-kasus kekerasan terhadap TKI di Malaysia.
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